
- 1 - 
 

 
 

WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 

NOMOR   19   TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN                                

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 WALIKOTA BENGKULU, 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan 

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan 

Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019; 
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b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka anggaran pada Pos 

Belanja Tidak Terduga pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu dan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu terjadi perubahan atau pergeseran belanja; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 49 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 6 Drt. Tahun  1956  tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956            

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2828); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 4421); 
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 

dan Pelaksanaan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakukan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 

2019; 

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa 

Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019; 

16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu  Tahun 2016 Nomor 10); 

17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 10); 

18. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 49 Tahun  2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 49); 

19. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Bengkulu Nomor 49 Tahun  2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5); 

20. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 

Bengkulu Nomor 49 Tahun  2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 9); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU                         

NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2021. 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 

2020 Nomor 49) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut : 

1. Pendapatan  

 a. Pendapatan Asli Daerah   Rp.    208.765.681.727,00 

 b. Pendapatan Transper  Rp.    898.230.414.232,00 

 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah   Rp.      46.612.390.250,00 

  Jumlah Pendapatan Rp. 1.153.608.486.209,00 

2. Belanja  

 a.  Belanja Operasional : Rp.    933.028.952.375,00 

  1) Belanja Pegawai   Rp.    586.358.654.930.00 
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  2) Belanja Barang dan Jasa   Rp.    325.772.022.985,00 

  3) Belanja Hibah  Rp.      17.019.274.460,00 

  4) Belanja Bantuan Sosial  Rp.        3.879.000.000,00 

 b. Belanja Modal : Rp.    182.624.450.492,00 

  1)   Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.      31.758.877.682,00 

  2)   Belanja Modal Gedung dan Bangun  Rp.      74.019.620.170,00 

  3)   Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.      61.554.085.427,00 

  4)   Belanja Modal Aset Tetap Lainya  Rp.      15.291.867.213,00 

 c. Belanja Tidak Terduga : Rp.          750.000.000,00 

 d. Belanja Transper :   

  Belanja Bagi Hasil Rp.            36.000.000,00 

  Jumlah Belanja Rp.  1.116.439.402.867,00 

                Surplus/(Defisit) Rp.       37.169.083.342,00 

3. Pembiayaan  

 a. Penerimaan Pembiayaan  Rp.       37.830.916.658,00 

  1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya 

Rp.       22.000.000.000,00 

  2) Penerimaan Pinjaman Daerah Rp.       15.830.916.658,00 

    

 b. Pengeluaran Pembiayaan  Rp.       75.000.000.000,00       

  1) Penyertaan Modal  Rp.         7.000.000.000,00 

  2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh 

Tempo 

Rp.       68.000.000.000,00 

  Jumlah Pembiayaan Netto Rp.     (37.169.083.342,00) 
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2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah 

Kota Bengkulu. 

Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal    27 Juli  2021          18 Mei          

WALIKOTA BENGKULU, 

Cap/dto 

H. HELMI HASAN 

Diundangkan di Bengkulu 

pada tanggal  27 Juli  2021            

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, 

Cap/dto 

 

ARIF GUNADI 
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Salinan sesuai dengan aslinya  

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU 

 

 

 

 
NURLIA DEWI, SH, MH  

NIP.19850418 200312 2 002 
 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ....19... 


